STANDART PELAYANAN BANTUAN USAHA WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI 
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

A. Service Delivery

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	1. Kriteria Keluarga Penerima
a. Penerima bantuan harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau merupakan masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS tetapi dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh aparat setempat (lurah/kepala desa);
b. Fokus utama diberikan kepada wanita yang mengalami kerentanan sosial dan ekonomi di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang sesuai dengan target program.
2. Dokumentasi Pendukung
a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identitas resmi lainnya sebagai bukti identitas;
b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang masih berlaku dalam hal penerima tidak terdaftar di DTKS;
c. Data pendukung lain yang diperlukan untuk verifikasi sesuai dengan mekanisme pendataan Dinas Sosial.
3. Verifikasi dan Validasi Data
a. Calon penerima harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan petugas Dinas Sosial terkait untuk memastikan validitas data;
b. Verifikasi dilakukan untuk memastikan penerima memenuhi persyaratan kriteria sosial ekonomi sesuai dengan ketentuan program.
4. Persetujuan dan Komitmen
a. Penerima wajib mengikuti mekanisme pelaksanaan bantuan usaha sesuai panduan dan berkomitmen untuk mengembangkan usaha yang didukung;
b. Penerima juga harus bersedia mengikuti proses monitoring dan evaluasi oleh Dinas Sosial.

	2.
	Sistem,Mekanisme dan Prosedur
	1. Pengajuan Permohonan
a. Pemohon yang memenuhi syarat menyusun dan mengajukan proposal bantuan usaha secara tertulis kepada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur;
b. Proposal harus diajukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pemberian bantuan;
c. Pengajuan dapat dilakukan secara langsung di kantor Dinas Sosial atau melalui petugas lapangan seperti PKH dan TKSK di kecamatan;
d. Pemohon wajib melengkapi dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, surat keterangan tidak mampu, dan dokumen lain yang relevan.
2. Penerimaan dan Registrasi Proposal
a. Petugas administrasi Dinas Sosial menerima proposal dan melakukan pencatatan atau registrasi sebagai bukti penerimaan secara resmi dalam sistem administrasi;
b. Proposal yang masuk kemudian disampaikan ke petugas verifikasi untuk proses selanjutnya.
3. Verifikasi Awal di Tingkat Kecamatan
a. Petugas PKH dan TKSK melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan data dan kondisi sosial ekonomi pemohon sesuai dengan persyaratan;
b. Hasil verifikasi lapangan didokumentasikan dan dilaporkan ke Dinas Sosial.
4. Validasi Administratif dan Verifikasi Dokumen
a. Petugas Dinas Sosial memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen proposal, serta memastikan proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Proposal yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Evaluasi Proposal dan Penyusunan Rencana Kegiatan
a. Kabid dan petugas perencanaan Dinas Sosial melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proposal yang telah diverifikasi dan divalidasi;
b. Evaluasi meliputi aspek teknis, anggaran, manfaat usaha, dan prioritas penerima;
c. Penyusunan rencana kegiatan dan alokasi anggaran berdasarkan hasil evaluasi dilakukan secara sistematis.
6. Pengambilan Keputusan Pemberian Bantuan
a. Pejabat berwenang (misalnya Kabid atau Kepala Dinas Sosial) mengambil keputusan resmi berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi;
b. Daftar penerima yang disetujui diumumkan kepada publik atau diinformasikan langsung kepada pemohon.
7. Penyaluran Bantuan
a. Bantuan disalurkan sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan, dengan pendampingan teknis bagi penerima agar bantuan dapat digunakan secara optimal;
b. Penyaluran dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik.
8. Monitoring dan Pendampingan
a. Petugas Dinas Sosial dan PKH/TKSK melakukan monitoring berkala terhadap penggunaan bantuan dan perkembangan usaha penerima;
b. Pendampingan teknis diberikan bila diperlukan guna mendukung keberhasilan usaha.
9. Evaluasi dan Pelaporan
a. Evaluasi hasil pelaksanaan program dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas dan dampak bantuan;
b. Laporan kinerja dan pertanggungjawaban disusun dan disampaikan ke pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

	3.
	Jangka Waktu Penyelesaian
	1. Proposal pengajuan harus diserahkan paling lambat satu tahun sebelum tahun di mana bantuan akan diberikan;
2. Proses pemeriksaan administrasi dan teknis proposal dilakukan paling lambat 90 hari kalender setelah penerimaan proposal;
3. Keputusan mengenai penerimaan bantuan akan dicantumkan dalam rencana anggaran untuk tahun anggaran berikutnya, dan realisasi penyaluran dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlaku pada tahun berjalan;
4. Keseluruhan waktu penyelesaian prosedur pelayanan, mulai dari penerimaan proposal hingga penyaluran bantuan, diselenggarakan dalam jangka waktu maksimum 12 bulan, tergantung pada tahapan perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah.


	4.
	Biaya/Tarif
	Tidak dipungut biaya (gratis)

	5.
	Produk Layanan
	1. Penerimaan Pengajuan Proposal
Bantuan Usaha Menerima dan memproses pengajuan proposal bantuan usaha dari wanita yang memenuhi kriteria rawan sosial ekonomi sebagai calon penerima.
2. Verifikasi dan Validasi Data Penerima
Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, verifikasi lapangan, dan validasi data calon penerima agar bantuan tepat sasaran.
3. Evaluasi dan Penetapan
Penerima Bantuan Melaksanakan evaluasi usulan bantuan dan menetapkan penerima yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dan rencana program.
4. Penyaluran Bantuan Usaha
Menyalurkan bantuan modal usaha dalam bentuk barang, dana, atau fasilitas pendukung lain yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha.
5. Pendampingan dan Monitoring Usaha 
Memberikan bimbingan teknis, pendampingan pengelolaan usaha, dan melakukan monitoring berkala terhadap penggunaan bantuan serta perkembangan usaha penerima.
6. Pelaporan dan Evaluasi Program
Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan bantuan usaha dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program.

	6.
	Penanganan Pengaduan dan Saran
	Disampaikan melalui:
· Kotak saran di kantor Dinas Sosial;
· Aplikasi SPAN-LAPOR;
· WhatsApp : 082352554146;
· Website : http://dinsos.kutaitimurkab.go.id/;
· Instagram : @halo.dinsoskutim;
· Pengaduan langsung saat monitoring lapangan;
· Langsung kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.
Tindak lanjut maksimal 7 hari kerja setelah aduan diterima







B. Manufacturing

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan;
5. Surat Edaran Bupati Kutai Timur tentang Program Bantuan Usaha Wanita Rawan Sosial Ekonomi; 
6. Pedoman Teknis Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.

	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Sarana Pendukung Administrasi
a. Ruang kantor dengan fasilitas komputer dan jaringan internet untuk pengelolaan data pengajuan proposal dan administrasi bantuan;
b. Peralatan tulis dan cetak seperti printer, scanner, dan mesin fotokopi untuk mendukung pemrosesan dokumen;
c. Sistem basis data digital untuk pendataan calon penerima dan monitoring program.
2. Prasarana Pelayanan
a. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sebagai tempat pelayanan dan penerimaan proposal;
b. Unit kerja Kecamatan seperti petugas PKH dan TKSK yang membantu verifikasi lapangan dan pendampingan;
c. Ruang pertemuan atau aula untuk sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis bagi penerima bantuan.
3. Fasilitas Bantuan Usaha
a. Modal usaha berupa dana bantuan tunai (cash assistance) yang digunakan untuk pengembangan usaha;
b. Bantuan barang modal seperti peralatan produksi, perlengkapan usaha, bahan baku, atau sarana penunjang sesuai jenis usaha;
c. Fasilitas pendampingan teknis berupa pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan kapasitas usaha.
4. Sarana Monitoring dan Evaluasi
Alat komunikasi seperti telepon, smartphone, dan perangkat lunak konferensi untuk koordinasi dan pendampingan jarak jauh.

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Kepala Dinas Sosial
a. Memiliki pengetahuan dan pengalaman manajerial yang kuat dalam pengelolaan program sosial dan bantuan usaha;
b. Mampu membuat kebijakan strategis dan mengarahkan pelaksanaan program dengan visi pemberdayaan sosial;
c. Menguasai regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan Perempuan;
d. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan tingkat daerah maupun nasional;
e. Memimpin dan mengevaluasi kinerja seluruh pelaksana untuk memastikan tujuan program tercapai.
2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
a. Menguasai aspek teknis program penanganan fakir miskin secara khusus;
b. Terampil dalam analisis data sosial ekonomi terkait fakir miskin dan pengembangan intervensi kebijakan;
c. Mampu mengoordinasikan pelaksanaan program penanganan fakir miskin secara efektif di lapangan;
d. Mempunyai kemampuan supervisi dan pembinaan terhadap staf yang menangani fakir miskin.
3. Kepala Bidang PKH (Program Keluarga Harapan)
a. Memahami secara mendalam program PKH dan mekanisme pelaksanaannya sesuai regulasi yang berlaku;
b. Mampu melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait program PKH di tingkat kecamatan dan desa;
c. Menguasai proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat PKH;
d. Terampil dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKH.
4. Kepala Bidang TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
a. Memiliki pengetahuan teknis mengenai tugas dan fungsi TKSK dalam pelayanan sosial di tingkat kecamatan;
b. Mampu membina dan mengkoordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan untuk efektivitas pelaksanaan program sosial;
c. Terampil dalam melakukan pendampingan dan supervisi di lapangan;
d. Memahami dinamika sosial di komunitas dan mampu mengelola intervensi sosial secara tepat.
5. Staf Administrasi Dinas Sosial
a. Kompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran termasuk pencatatan data, pengarsipan, dan penyusunan laporan program;
b. Menguasai penggunaan aplikasi administrasi dan sistem informasi sosial untuk mendukung dokumentasi dan pelaporan;
c. Teliti dan akurat dalam pengelolaan dokumen dan proses administrasi pendukung pelaksanaan program;
d. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk koordinasi internal dan layanan publik.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Sosial
Pengarah dan penanggung jawab tertinggi dalam pengawasan pelaksanaan standar pelayanan bantuan WRSE, termasuk memastikan kebijakan sesuai regulasi dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
Pengendali teknis dan operasional pelaksanaan bantuan usaha WRSE, serta pengawas langsung terhadap akurasi data penerima dan kelancaran proses distribusi bantuan.

	5.
	Jumlah Pelaksana
	1. Kepala Dinas Sosial
a. Memimpin dan mengawasi keseluruhan pelaksanaan program bantuan usaha WRSE;
b. Bertanggung jawab pengambilan keputusan strategis dan kebijakan.
2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
a. Mengkoordinasikan bidang penanganan fakir miskin, termasuk program bantuan usaha WRSE;
b. Memastikan program berjalan sesuai rencana dan target.
3. Petugas Program Keluarga Harapan (PKH)
a. Berperan melakukan pendampingan, verifikasi, dan monitoring terhadap penerima bantuan yang masuk dalam program PKH;
b. Membantu pelaksanaan program di lapangan dan melaporkan perkembangan usaha.
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
a. Melaksanakan tugas verifikasi data calon penerima serta melakukan pendampingan di tingkat kecamatan;
b. Menghubungkan antara dinas sosial dan masyarakat penerima bantuan.
5. Staf Bidang Penanganan Fakir Miskin
a. Mendukung pelaksanaan administrasi, pengelolaan data, dan dokumentasi program bantuan usaha WRSE;
b. Melakukan koordinasi dan komunikasi internal serta eksternal.

	6.
	Jamianan Pelayanan
	1. Jaminan Kualitas Pelayanan 
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur menjamin bahwa seluruh proses pelayanan bantuan usaha WRSE dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pelayanan diberikan dengan standar tinggi untuk memastikan hasil yang optimal bagi penerima bantuan.
2. Jaminan Kepastian Waktu 
Proses pengajuan, verifikasi, penyaluran, dan pendampingan bantuan usaha dilaksanakan dalam jangka waktu yang jelas dan terukur, sehingga masyarakat penerima bantuan mendapatkan pelayanan tepat waktu tanpa penundaan yang tidak perlu.
3. Jaminan Keterbukaan Informasi 
Setiap tahapan dan kriteria penerima bantuan diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi resmi Dinas Sosial, termasuk website, media sosial, dan layanan pengaduan.
4. Jaminan Perlindungan Hak dan Kerahasiaan Hak-hak penerima bantuan dijaga dan dilindungi, termasuk kerahasiaan data pribadi dan informasi yang disampaikan selama proses pelayanan.
5. Jaminan Penanganan Pengaduan 
Pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat akan ditangani secara serius dan responsif melalui kanal yang telah disediakan, seperti WhatsApp, media sosial, dan kotak saran di kantor Dinas Sosial, dengan tindak lanjut yang cepat dan tuntas.
6. Jaminan Akuntabilitas 
Seluruh pelaksanaan program bantuan usaha WRSE diawasi secara ketat oleh pengawas internal untuk memastikan penggunaan dana dan sumber daya secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

	7.
	Jamianan Keamanan dan Keselaman Pelayanan
	1. Jaminan Keamanan Data dan Informasi 
Dinas Sosial menjamin bahwa seluruh data pribadi dan informasi penerima bantuan usaha WRSE disimpan dan dikelola dengan sistem keamanan yang ketat, sehingga terhindar dari pencurian, kebocoran, atau penyalahgunaan data.
2. Jaminan Keamanan Fisik Pelayanan
Dinas Sosial menyediakan lingkungan pelayanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, termasuk keamanan fisik di lokasi kantor maupun selama pelaksanaan program di lapangan.
3. Jaminan Keselamatan bagi Pelaksana dan Penerima Bantuan 
Seluruh proses pelayanan dan pendampingan dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja, baik bagi pelaksana program maupun penerima manfaat, untuk meminimalisir risiko kecelakaan atau gangguan kesehatan.
4. Protokol Keamanan Saat Pelayanan Langsung 
Dinas Sosial menerapkan protokol keamanan dan kesehatan yang sesuai standar terutama pada pelayanan tatap muka, seperti pengaturan antrian, kebersihan lingkungan, dan penggunaan alat pelindung diri bila diperlukan.
5. Penanganan Insiden Keamanan dan Keselamatan 
Jika terjadi gangguan keamanan atau insiden keselamatan selama proses pelayanan atau pelaksanaan program, Dinas Sosial berkomitmen untuk segera mengambil tindakan tanggap darurat dan melakukan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	1. Tujuan Evaluasi 
Evaluasi kinerja pelaksana bertujuan memonitor dan menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan program bantuan usaha WRSE sehingga dapat diperoleh data untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan di masa mendatang.
2. Indikator Kinerja 
Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
a. Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan rencana kerja dan standar prosedur;
b. Keaktifan dan efektivitas koordinasi antar pelaksana;
c. Ketepatan waktu penyelesaian tugas dan pelaporan;
d. Tingkat kepuasan masyarakat penerima bantuan terhadap pelayanan;
e. Kepatuhan terhadap ketentuan jaminan pelayanan, keamanan, dan keselamatan.
3. Metode Evaluasi
a. Pengumpulan data melalui laporan pelaksanaan oleh masing-masing pelaksana;
b. Survei kepuasan penerima bantuan dan stakeholder terkait;
c. Monitoring dan supervisi lapangan oleh pengawas internal;
d. Diskusi evaluasi berkala dan rapat koordinasi antar pelaksana.
4. Frekuensi Evaluasi
a. Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali;
b. Evaluasi khusus dapat dilakukan apabila terdapat indikasi kendala signifikan dalam pelaksanaan program.
5. Tindak Lanjut Evaluasi
a. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan prosedur, pelatihan, dan penguatan kapasitas pelaksana;
b. Rekomendasi perbaikan disampaikan kepada pimpinan Dinas Sosial untuk pengambilan keputusan strategis;
c. Pelaksanaan tindak lanjut dievaluasi kembali untuk memastikan efektivitas.





